
 
 

BUPATI SUMEDANG 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 

NOMOR  9 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2015 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 

Menimbang :  a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak 
sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang 

menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar 
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang 

menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya 
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun berjalan 

maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2015; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

 

 

 

SALINAN 



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4999);   

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4802), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5189); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

 



12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial  (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5430); 

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 



20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 



29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4741); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5161); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5165); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Pengendalian Lalu-Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 



38. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5694); 

39. Peraturan  Presiden  Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 

2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5655); 

40. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan 
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 

Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 81); 

41. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 56); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah,  terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);  

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 

dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang 
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta 
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan 

Dana Operasional; 



46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah; 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di 
Daerah; 

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425); 

51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); 

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, 

dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 
1744); 

55. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang 
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk 
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional 

pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

589); 

56. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589); 



57. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2014 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2013 Nomor 22 Seri A); 

58. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 76 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 

Nomor 76 Seri A); 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 

2005 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 

Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang  
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor  

3 Seri E);  

60. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2); 

61. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 

Sumedang Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2008 Nomor 13); 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2012 Nomor 13); 

63. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2013 

tentan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 
2); 



64. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan 
Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 

2010 Nomor 9); 

65. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum (lembaran Daerah Kabupaten Sumedag Nomor 

7); 

66. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2011 Nomor 4);  

67. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 

Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 8); 

68. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Kepada 
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 7); 

69. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Kepada 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 8); 

70. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Nomor 2); 

71. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Nomor 1); 

72. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9); 

73. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2014 

tentang Pembubaran 6 (enam) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Dalam Likuidasi di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 11); 

74. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada 

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 
Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 

Nomor 12); 
 



75. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 

2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran 
Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18); 

76. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2015 Nomor 1); 

77. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 
2015 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat Bank Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2015  Nomor 5); 

78. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 8); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG 

dan 
BUPATI SUMEDANG 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2015. 

 
Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 mengalami 

penambahan dengan perincian sebagai berikut : 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pasal 2 
 
 

1.

a. Rp. 2.095.289.186.939,85    

b. Rp. 347.447.471.419,81       

    Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 2.442.736.658.359,66       

2.

a. Rp. 2.236.625.792.433,20    

b. Rp. 357.804.568.470,80       

Rp. 2.594.430.360.904,00      

Rp. (151.693.702.544,34)        

3.

a.

1) Semula Rp. 145.386.605.493,35       

2) Rp. 11.157.097.051,00         

Rp. 156.543.702.544,35          

b.

1) Semula Rp. 4.050.000.000,00           

2) Rp. 800.000.000,00              

Rp. 4.850.000.000,00             

151.693.702.544,35          

Rp. 0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 

SETELAH PERUBAHAN

    Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Pendapatan

Belanja

Bertambah/(Berkurang)

Bertambah/(Berkurang)

Semula

Penerimaan

Semula

Bertambah/(Berkurang)

 SURPLUS/(DEFISIT)

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

Pembiayaan

    JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO SETELAH PERUBAHAN

Bertambah/(Berkurang)

Pengeluaran

    Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan



Pasal 2 
 

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari

a. Pendapatan Asli Daerah 

- Semula Rp. 284.396.277.440,15           

- Bertambah/(berkurang) Rp. 32.261.033.959,51             

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 316.657.311.399,66       

b.

- Semula Rp. 1.253.848.850.954,10        

- Bertambah/(berkurang) Rp. 58.908.511.771,90             

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 1.312.757.362.726,00    

c.

- Semula Rp. 557.044.058.545,60           

- Bertambah/(berkurang) Rp. 256.277.925.688,40           

Rp. 813.321.984.234,00       

(2)

a. Hasil Pajak Daerah

- Semula Rp. 101.615.016.163,00           

- Bertambah/(berkurang) Rp. 16.059.615.047,00             

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 117.674.631.210,00       

b. Hasil Retribusi Daerah

- Semula Rp. 12.156.674.922,15             

- Bertambah/(berkurang) Rp. 1.823.494.581,65               

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 13.980.169.503,80         

c.

- Semula Rp. 3.956.121.280,00               

- Bertambah/(berkurang) Rp. 115.761.113,00                  

Rp. 4.071.882.393,00           

d.

- Semula Rp. 166.668.465.075,00           

- Bertambah/(berkurang) Rp. 14.262.163.217,86             

Rp. 180.930.628.292,86       

(3)

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

- Semula Rp. 78.120.488.954,10             

- Bertambah/(berkurang) Rp. 36.670.011.771,90             

Rp. 114.790.500.726,00       

b. Dana Alokasi Umum

- Semula Rp. 1.118.845.812.000,00        

- Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 1.118.845.812.000,00    

c. Dana Alokasi Khusus

- Semula Rp. 56.882.550.000,00             

- Bertambah/(berkurang) Rp. 22.238.500.000,00             

Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp. 79.121.050.000,00         

Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah 

Perubahan

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan Setelah Perubahan

Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah 

Perubahan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Dana Perimbangan

Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pendapatan

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan 

PajakSetelah Perubahan

Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan

 
(4)

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

- Semula Rp. 92.965.095.487,60            

- Bertambah/(berkurang) Rp. 30.838.884.422,00            

Rp. 123.803.979.909,60     
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan 

Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan

Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri

dari jenis pendapatan

 
 

 
 

 



b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- Semula Rp. 1.662.000.000,00              

- Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Rp. 1.662.000.000,00           

c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

- Semula Rp. 0,00

- Bertambah/(berkurang) Rp. 199.806.031.700,00          

Rp. 199.806.031.700,00       

d. Bagi Hasil  Bukan Pajak dari Provinsi atau Pemerintah 

- Semula Rp. 46.188.058,00                   

- Bertambah/(berkurang) Rp. 7.446.566,00                    

Rp. 53.634.624,00                

e. Dana Tunjangan Profesi Guru

- Semula Rp. 407.904.457.000,00          

- Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Rp. 407.904.457.000,00       

f. Dana Desa 

- Semula Rp. 54.466.318.000,00            

- Bertambah/(berkurang) Rp. 22.976.563.000,00            

Rp. 77.442.881.000,00         

Jumlah Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah 

Perubahan

Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah 

Daerah Lainnya Setelah Perubahan

Jumlah Bagi Hasil  Bukan Pajak dari Provinsi atau 

Pemerintah Setelah Perubahan

Jumlah Dana Tunjangan Profesi Guru Setelah Perubahan

Jumlah Bantuan Bagi Hasil  Bukan Pajak dari Provinsi atau 

Pemerintah Daerah Lainnya  
 

Pasal 3 
 

(1)

a.

1 Semula Rp. 1.417.720.831.227,50   

2 Rp. 6.834.832.741,80          

  Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 1.424.555.663.969,30  

b.

1 Semula Rp. 818.904.961.205,70      

2 Rp. 350.969.735.729,00      

  Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 1.169.874.696.934,70  

(2)

a.

1. Semula Rp. 1.293.199.671.697,50   

2. Rp. (11.840.392.272,20)       

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 1.281.359.279.425,30 

b. 

1. Semula Rp. 12.000.000.000,00

2. Rp. 1.745.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 13.745.000.000,00       

c.

1. Semula Rp. 1.129.739.450,00          

2. Rp. 726.135.000,00             

Jumlah Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 1.855.874.450,00         

d.

1. Semula Rp. 5.625.080.000,00          

2. Rp. 0,00

Rp. 5.625.080.000,00         

Belanja Bantuan Sosial

Bertambah/(Berkurang)

Belanja Hibah

Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintahan Desa

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung

Bertambah/(Berkurang)

Belanja Langsung

Bertambah/(Berkurang)

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

belanja :

Belanja Pegawai

Bertambah/(Berkurang)

Bertambah/(Berkurang)

Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/ 

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Setelah 

Perubahan  



 

 
e.

1. Semula Rp. 98.506.706.167,00       

2. Rp. 23.330.063.000,00       

Rp. 121.836.769.167,00    

f.

1. Semula Rp. 7.259.633.913,00         

2. Rp. (7.125.972.986,00)        

Rp. 133.660.927,00           

(3)

a.

1 Semula Rp. 80.246.289.576,00       

2 Rp. 11.217.977.950,00       

Jumlah Belanja Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 91.464.267.526,00      

b.

1 Semula Rp. 377.665.754.286,70     

2 Rp. 157.991.452.296,00     

Rp. 535.657.206.582,70    

c.

1 Semula Rp. 360.992.917.343,00     

2 Rp. 181.760.305.483,00     

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 542.753.222.826,00    

Belanja Modal

Bertambah/(Berkurang)

Belanja Pegawai

Bertambah/(Berkurang)

Belanja  Barang dan Jasa

Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan

Bertambah/(Berkurang)

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ 

Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ 

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan               

Partai Politik Setelah Perubahan

Belanja Tidak Terduga

 

Pasal 4 
 

(1)

a.

1 Semula Rp. 145.386.605.493,35     

2 Rp. 11.157.097.051,00       

Jumlah Penerimaan  Setelah Perubahan Rp. 156.543.702.544,35      

b.

1 Semula Rp. 4.050.000.000,00         

2 Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran  Setelah Perubahan Rp. 4.050.000.000,00          

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

Penerimaan 

Bertambah/(Berkurang)

Pengeluaran 

Bertambah/(Berkurang)

(2)

a.

1 Semula Rp. 145.386.605.493,35      

2 Rp. 11.157.097.051,00        

Rp. 156.543.702.544,35    

b.

1 Semula Rp. 0,00

2 Rp. 0,00

Rp. 0,00

c.

1 Semula Rp. 0,00

2 Rp. 0,00

Rp. 0,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

SILPA Tahun Anggaran sebelumnya 

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah  yang Dipisahkan 

Pencairan Dana Candangan 

Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah 

Perubahan

Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan

Bertambah/(Berkurang)

Bertambah/(Berkurang)

Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  

Setelah Perubahan  

 



 

d.

1 Semula Rp. 0,00

2 Rp. 0,00

Rp. 0,00

e.

1 Semula Rp. 0,00

2 Rp. 0,00

Rp. 0,00

f.

1 Semula Rp. 0,00

2 Rp. 0,00

Rp. 0,00

(3)

a.

1 Semula Rp. 0,00

2 Rp. 0,00

Rp. 0,00

b.

1 Semula Rp. 4.050.000.000,00          

2 Rp. 0,00

Rp. 4.050.000.000,00        

c.

1 Semula Rp. 0,00

2 Rp. 800.000.000,00             

Rp. 800.000.000,00           

d.

1 Semula Rp. 0,00

2 Rp. 0,00

Rp. 0,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 

Pembayaran Pokok Utang

Pemberian Pinjaman Daerah 

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan

Jumlah Pembentukan dana cadangan  Setelah Perubahan

Jumlah Pembayaraan Pokok Utang Setelah Perubahan

Bertambah/(Berkurang)

Penerimaan Pinjaman Daerah 

Jumlah Pemberian Pinjaman  Daerah Setelah Perubahan

Bertambah/(Berkurang)

Bertambah/(Berkurang)

Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi ) Pemerintah Daerah 

Setelah Perubahan

Bertambah/(Berkurang)

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 

Penerimaan Piutang Daerah

Pembentukan Dana Cadangan 

Bertambah/(Berkurang)

Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Setelah 

Perubahan

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan

 

 

Pasal 5 

 
(1) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan 

APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum 
tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam 
laporan realisasi anggaran 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah 
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi  secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak 
terduga. 



 

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan 
dengan cara: 

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target 
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran 

berjalan; dan/atau 
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia 

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja 
untuk keperluan mendesak.  

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) mencakup: 
a. program dan Kegiatan  pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya 

dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf a yang diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD; 

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali 

untuk kebutuhan tanggap darurat bencana. 

(9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (9) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja 

tidak terduga. 

(10) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (10) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan 
korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, 

kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan 
kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara. 

 

Pasal 6 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri 

dari: 

a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD; 

b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

c. Lampiran III  Rincian  Perubahan   APBD     menurut   Urusan    
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah,  Organisasi, Program dan 
Kegiatan; 

e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per 

Jabatan; 



 
Pasal 7 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai 

landasan operasional pelaksanaan. 
 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang. 

 

 Ditetapkan di Sumedang, 
 pada tanggal  11 Nopember 2015 

 
WAKIL BUPATI SUMEDANG, 

 
 

ttd 
 
 

EKA SETIAWAN 
 

 
Diundangkan di Sumedang 

pada tanggal 11 Nopember 2015 
          

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG, 
 

 
ttd 

 
 

ZAENAL ALIMIN 

  
 

LEMBARAN DARAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR  9 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA 
BARAT (221/2015) 

g. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya 
yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali 

Dalam Tahun Anggaran ini; dan 

h. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah. 


